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Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu empat belas
(21-04-2014)! beltempat di Bandung! kami yang beltandatangan di bawah ini :

1. AHMAD HERYAWAN Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan
Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Sarat, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
berkedudukan di Jakarta, Jalan Pramuka Nomor 33, dalam
hal in; bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Sarat Nomor 25 Tahun 2013 harus diimbangi sepenuhnya dengan peningkatan kinerja
pemerintahan, meliputi profesionalisme, tatakelola dan perluasan partisipasi publik.
Sejalan dengan itu, penyelenggaraan pemerintahan harus bermutu, transparan,
akuntabel, adaptif, partlsipatif, serta berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk
itu, PIHAK KESATU bermaksud mengembangkan manajemen keuangan pemerintahan
di lingkungan PIHAK KESATU melalui peningkatan kapasitas 5umberdaya aparatur
dalam pengelolaan keuangan Daerah.

2. PIHAK KEDUA adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang me!akukan
pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lainnya. Sesuai dengan kewenangannya, PIHAK KEDUA memiliki
kemampuan teknis dan operasional dalam pengelolaan keuangan Daerah,
penyelenggaraan pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) setta percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.










